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PRESIDEN
RERUBLIK INDONES!IA

KEPUTUSAN THESTIDEYN REPUBLIK TNDONESTA
No., 80 TAHUN 1967,

TENTANG

KEDUDUXAN BADAN PERENTJANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

KaMI, FEDJABAT PRESIDEN REPUBLIXK INDONESTA,

! 1. bhahwa Undang-undang tentang Badan Perentjanaan Pemba-
ngunan Nasional sebagai penggantl FENPRES No. 12 ta-
hun 1963, sebagaimana dimaksud surat Pimpinan MPRS ¥No,
5.9/ 1/24/MFRS/ 1967, tanggal 28 Februari 1967, hinges
sekarang belum terbentuk j

2. bahwa zambil aemunggu terbentuknja Undang-undang itu,
BAPYENAS jang ada sekarang dapat dimanfaatkan sebalk-
baiknjs untull merentjanakan pembangunan Nasional dlang-
ka pandjang 3

3« bahwa untuk itu perlu menetapkan kedudukan BAPFENAS di-
dalam masa peralihan tersebut ;

L1
—
L]

Ketetapan MPRS No. XXXIII/MFRS/1967 ;

2, Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

3« Beputupan Presiden Republik Indonesiz No. 163 tahur
1966 3 _

%, Surat Fimpinan M.P.R.S. No.A.9/1/24/MPRS/1967 tanggal
28 Pebruari 1967 i

2. Ingtruksi Ketus Presidium Kabinet No.l5/EK/IR/3/19€7 3

a
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MEMUTUOS K AN::

Sambil menunggu terbentulnja Undang-Und=ng tentang Badan
Perentjanaan Pembangunan Nasional g

: Kedudukan, tugas, wewenang dan organisasi Badan Perentja-
naan Peambangunan Nasional, disingkat BATPENAS, sebagail
berilut :

B B T
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG DJ _4&&&3

Pgsal 1,

(1), BATPEHAS adalah aparatur pembantu Pimpinan Pemerin-
tahan untulk melakukan perentjanaan Pembsngunan MNa-
slonzl.
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e ikut mengawasi velsksanzan rentjana pembangunan Nasionsgl
e menilal pelzksancan rentjsna pembangunan MNasional ;

Intuk melaksanakan tugasnjza, BAFTENAS berwenang

as« meminta gepgala Keteranzan jang diperlukan dari inStansi;instansi Pene-

b. membentuk yanitia-panitia Ad-Hoe jang diperlukan jang terdirl stes shiid-
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Pagal L,

rintah dan swasta Jang diwad)ibkan memberikan keterangun-2 tersebut ;

ahll dan pedjabet-pediabet jeng berpengalaman.

B AR ITT
CRGANISAST DAN TATA KERDJA
Pasal u

11). BAPPENAS divimpin oleh seorang KETUA BAPPEHAS, selandjuinja didalzm

Keputusan ini disebut KETYA jang dibantu oleh beberapa orang DEPUTY
Ferentjana, selandjutnjs didalam Keputusan ini disebut DEMITY,

12}, Apabila KETUA BAFPENAS berhalangan, ditindjuk seorang DEPUTY untuk

mewskilinjzs 3
Pazal 6,

(1), KETUA BAPPENAS mempunjal tugas :

a. memimpin penjelengsarazn tugas, fungsl dan wewenang BAPFENAS
b. menentukan ketidjaksanaan dan mendjalankan tindakan-tindaskan jang
dianggap perlu guna memperlantjar tugas-tugasnja, menurut garis-

garls jang telah ditentukan oleh Presiden i

¢. melaksanakan ftugag=-tugas chusus Jang diberiksn oleh Presiden, da-

lam rangks tugas-tugas BAPPENAS

d. mengatur pembzgian fugss serta menetspkan perintjlan tata-kerdja

BAFFENAS ;
(2)+ KETUA BAPPENAS bertanggung-djawab kepada Praesiden ;
reaal *
(1). DEPUTY-DEDUTY 3arg membantu F2TUA BAPPENAS adalsh :

a« DEFUTY Perentanazn Pembangunan Materiil & Prasarana ;
b. DEPUTY Perent anasn Spirituil & Rohanijah
¢. DEFUTY Perent anaan Honeter & Pembiajaan

d. DEFUTY Perentanaan Program & Pelaksanasn ;

e¢. DEWITY Perent)onssn Pembangunsnr RHegiconal & :Daerah j

(2). DEPUTY Perentjenazn berada dibawah dan bertangpgung-djawab kepada

KETUA BAPPERAS.

(3. Perintjian . bidang-tugas tiap2 Deputy diatur tersendiri dengan

Keputusen Presidiws Kabinet,

{li‘ao Chrusus ‘tllil‘.l .

s e el
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Chusus mengenal perentjenasn Pembangunan HANKAM dilakukan oleh Bidang
EANKAM. Pedjabat jang bertugas dan bertanggung-djawvab dalzm bidang pe-
rentjanaan dalam linglungan HANKAM mendjedi Perwira Penghubung antara
Mermtamsa HANKAM dengan Kebtua BAPFENAS dalam hel-hal Ferentjanzan Pem-
bangunari.

Pasnl &

Tiap-tiap bidang Deputy dibagi dalam Biro-Biro jang menjusun perantja-
naan dalam sektor-sektor tertentu.

Tiap-tiap Blroe dipimpin oleh seorang Kepala Biro jang berkedudidcen di-
bawah dan bertanggung-djawab kepads Deputy.

Fasal

i {L}. Ketua BAPFSHAS dalam melaksanckan fugasnja dibantu coleh sebush 5tatf’ Ahl
Jjang terciri dari ghii-ahli dalzm berbagal hidang, balk dard Kalangan
pemerintal maupun swasbo.

{2Y, Xetita BAPPENAS menetavkan susunan dan tata-kerdjsz 3tarl Anli,
Fasal 10,

4 (Ll). Staf Ahli bertugas :
fi @, memberikan saresn dan pertimbangan kepads Kepala BAPPERAS 3

i b. memberikan keterangan atau pendjelasan kepada Kepala-Kepala Biro ;
¢, melaksonakan ttgas-tugas chusus Jang diberdikan oleh Kepala BAPFINAS

i (23, Staf Ahli Pertanggung-dlawabl kepada KETTA BAPFENAS .
{ Pagsl 131,

.(1').

Pada BAPPEHAS diadakan sebush Sekretariat, Jang dipimpin oleh seorang
Sekretaris.

{2). Sekretarls bertangpunr-diawsh kepada Ketus BAPPENAS.

FPagel 12,

{1)s Sekretaris BAPFEILS wmempunial tugas-tugas jang meliputi urugan-uruszn i
a., Pembinaan Uruszan Dalam '
b. tate-usdaha ;
¢, administrasi personll j
d. adminlstirasi Keuangan 3
a, peralatan dan perawatan;
f. dokunentzzi.
(2). 8Sekretarig dalam melaksanalkan tugasnja dibantu serta membawahlkan Kepal:
h Kepala Bagian.

Pasal 13.
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Pasel 13,

Ketua BAPPENAS dizagkat dan diberhentikan oleh Presiden, ; Sekretaris,

Deputy, Kepala Birc dan anggota~2 Staf Ahli dlangkst don diberhenti-
kan oleh Kstua Presidiunm,

Anggota=-2 Staf BAPPENAS lalnnja diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
BAPPENAS.

Ei _EL H ITﬂr-
OEDUNG =P O L A
Pasal 1k,

Gedung Pola merupaltan baglsn BAPPENAS, jang bersifat ctenem dan mempu-~
njat fungsi sebagal tempat untuk menperlihatkan pada urmnm bentjana-2
pembangunan Nasional Jang diselenggarekan oleh Pemerintah.

Gedung Peola dipimpin oleh seorang Kepala Gedung Pola jang disngkat
dan diberhentikan noleh Ketua Presidium,.

Kepsla Gedung Pola mempunjsl tugas jeng meliputd :
a. memimpin Staf Gedung Pola,

b, memimpin penjelanggaraan pameran di Gedung Pola;
c. memelihare gan membina Gedung Polag

Kepals Gedung Pola berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Ketua

ZTAB V.
P ENUTUD,
Pasal 15. &
Dengan berlakun)a zeputusan ind naka Penetapan Presiden No, 12 tahun
1963 tenteng pembentulian DAFPENAS ditjabut dan tidek berlsku.
Begala hak dan tanggung djawab BAPPENAS jang dimaksud dalam Penetapan

Presiden No. 12 taiun 1963, mendjadi hak dan tanggung djawah BAPPENAS
mermurut Keputusan ini.

as 16,

Hal=2 jang belum diatur dalam Keputusen int akan diatur tersendiri,

Faz 1

Keputusan ini milai berlaku pada hari ditetarican.

Ditetapkan di : Djskarta.
Padas tanggal g Djundi 1967.

FD. . PRESIDEN REPUﬁgzK INDONESTA,

¢ st

SOEHARTO
DJEHDERAL -~ TNI.

Ak e




